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ABSTRAK

Globalisasi telah menyebabkan homogenisasi budaya dan dominasi teori konstitusi Barat yang
melemahkan nilai-nilai lokal serta identitas kewarganegaraan di Indonesia. Kesenjangan antara praktik
kewarganegaraan formal dan nilai-nilai adat lokal mengakibatkan melemahnya ikatan sosial dan identitas
komunal. Dengan lebih dari 600 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia membutuhkan
kerangka konstitusional yang berakar pada kearifan lokal untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini
bertujuan mengkonseptualisasikan dan memanfaatkan prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara sebagai
landasan penguatan identitas kewarganegaraan di era globalisasi serta mengevaluasi potensi aplikasinya.
Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur naratif, penelitian ini mensintesis prinsip-prinsip
Teori Konstitusi Nusantara. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen
sejarah, dan naskah hukum adat. Analisis dilakukan menggunakan sintesis tematik dengan lensa
hermeneutik kritis yang didukung oleh Teori Identitas Konstitusional, Teori Postkolonial, dan Civic
Republicanism. Teori Konstitusi Nusantara yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan
harmoni sosial terbukti mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional.
Pendekatan ini menawarkan alternatif inklusif terhadap konstitusionalisme Barat dengan memperkuat
kedaulatan rakyat berbasis komunitas dan menjaga keseimbangan sosial. Implementasi nilai-nilai
tersebut dapat memperkuat identitas kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif serta mengatasi
fragmentasi identitas akibat globalisasi. Teori Konstitusi Nusantara memiliki potensi signifikan sebagai
kerangka normatif untuk memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia. Studi ini menegaskan
urgensi pengembangan teori konstitusi yang pluralistik dan mendorong reformasi pendidikan
kewarganegaraan serta kebijakan publik yang lebih berorientasi pada nilai lokal, sehingga menciptakan
sistem hukum yang relevan dan partisipatif.

Kata Kunci: Teori Konstitusi Nusantara, lIdentitas Kewarganegaraan, Globalisasi, Nilai Lokal,
Konstitusionalisme, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk identitas nasional dan kewarganegaraan. Arus
pertukaran informasi, budaya, dan nilai-nilai global yang begitu deras mendorong terbentuknya
homogenisasi budaya yang cenderung mengarah pada dominasi nilai-nilai Barat. Fenomena ini
dikenal sebagai cultural homogenization, di mana budaya lokal mengalami penyusutan akibat
pengaruh kuat budaya asing, khususnya dari negara-negara Barat. Dalam konteks Indonesia,
gejala ini dapat diamati melalui pergeseran nilai-nilai kolektif menjadi individualistik,
perubahan perilaku konsumsi, serta melemahnya ikatan sosial dan identitas komunal. Sebagai
contoh, perubahan signifikan terjadi pada masyarakat adat Sade di Lombok, di mana globalisasi
pariwisata menyebabkan pergeseran pola hidup dan nilai sosial masyarakat setempat
(Mahdalena, 2023).

Selain itu, dominasi nilai dan teori konstitusi berbasis Barat semakin memperkuat
proses marginalisasi nilai-nilai lokal dalam tatanan hukum dan kewarganegaraan. Sistem
konstitusional modern yang banyak diadopsi negara-negara berkembang sebagian besar
bersumber dari tradisi hukum Eropa dan Amerika, dengan penekanan pada prinsip-prinsip
liberalisme, individualisme, dan supremasi hukum formal. Di Indonesia, meskipun terdapat
keberagaman nilai dan praktik hukum adat yang sangat kaya, pendekatan ini masih belum
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secara serius dimasukkan ke dalam kerangka teori konstitusi arus utama. Akibatnya, terjadi
kesenjangan antara praktik kewarganegaraan formal dengan nilai-nilai lokal yang hidup di
tengah masyarakat.

Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 600 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa
daerah, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya paling tinggi di
dunia. Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat terdapat lebih
dari 2.272 komunitas adat dengan populasi sekitar 15 juta orang yang hidup dengan sistem
nilai dan hukum adat mereka sendiri. Realitas ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal
dalam teori konstitusi, khususnya yang bersumber dari sistem hukum Barat, tidak lagi
mencukupi untuk menjawab tantangan identitas kewarganegaraan dalam konteks Indonesia
yang majemuk. Di sisi lain, globalisasi linguistik juga menjadi tantangan tersendiri. Bahasa
Inggris yang dijadikan sebagai simbol mobilitas sosial global mulai menggantikan kedudukan
bahasa nasional maupun bahasa daerah dalam banyak ruang publik. Hal ini bukan hanya
berdampak pada komunikasi, tetapi juga turut melemahkan fondasi identitas nasional dan
mempercepat proses erosi budaya lokal.

Mengingat kondisi di atas, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun suatu
kerangka teori konstitusi yang mengakar pada nilai-nilai lokal yang dalam konteks Indonesia
dapat disebut sebagai Teori Konstitusi Nusantara. Teori ini bertujuan tidak hanya untuk
merekonstruksi prinsip-prinsip dasar konstitusi berdasarkan warisan budaya dan nilai-nilai
adat, tetapi juga untuk memperkuat identitas kewarganegaraan yang semakin terancam oleh
arus globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana
prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dapat dikonsepsikan dan dimanfaatkan sebagai
landasan penguatan identitas kewarganegaraan di era global ini. Perdebatan kontemporer
mengenai konstitusionalisme menunjukkan adanya dominasi pendekatan universalistik yang
bersumber dari sistem hukum Barat, khususnya dalam pengembangan teori dan praktik
konstitusi di negara-negara berkembang. Dalam konteks Indonesia yang sangat pluralistik
secara kultural, historis, dan normatif, pendekatan tersebut terbukti belum sepenuhnya
mampu menjawab kebutuhan lokal, khususnya dalam membentuk dan menguatkan identitas
kewarganegaraan yang mencerminkan karakter bangsa. Salah satu kelemahan utama dalam
wacana konstitusional saat ini adalah belum hadirnya sebuah kerangka teoritis yang kuat dan
sistematis untuk menjelaskan serta menerapkan prinsip-prinsip konstitusi berbasis kearifan
lokal atau yang disebut sebagai Teori Konstitusi Nusantara. Teori ini, yang berakar pada
nilai-nilai asli yang tumbuh dari pengalaman historis, adat, serta filosofi bangsa, masih bersifat
fragmentaris dan kurang mendapatkan tempat dalam literatur konstitusional arus utama.

Di sisi lain, identitas kewarganegaraan di Indonesia mengalami pelemahan, ditandai
oleh menurunnya rasa keterikatan warga negara terhadap nilai-nilai dasar konstitusi,
melemahnya partisipasi dalam kehidupan demokratis, serta meningkatnya jarak antara warga
negara dengan institusi negara. Hal ini diperburuk oleh minimnya fondasi nilai konstitusional
yang bersifat kontekstual dan mampu beresonansi dengan identitas kultural masyarakat
Indonesia. Dengan kata lain, konstitusi sebagai norma dasar negara belum sepenuhnya menjadi
milik kognitif dan emosional warga negara karena ketidakhadirannya dimensi lokal yang
merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, muncul
kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi teori konstitusi yang tidak hanya legalistik, tetapi
juga mengandung makna kultural, historis, dan filosofis yang hidup dalam masyarakat
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, membangun, dan memperkuat Teori
Konstitusi Nusantara sebagai suatu kerangka teoritis yang mampu merepresentasikan nilai-nilai
lokal dalam diskursus konstitusional modern. Dengan pendekatan naratif dan sintesis kritis
terhadap literatur lintas disiplin seperti hukum, filsafat politik, antropologi, dan studi
kewarganegaraan—penelitian ini akan mengidentifikasi, merumuskan, dan
mengkonseptualisasikan prinsip-prinsip utama dari teori tersebut.
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Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi aplikatif dari
prinsip-prinsip Teori Konstitusi Nusantara dalam upaya memperkuat identitas kewarganegaraan
di era globalisasi. ldentitas kewarganegaraan yang dimaksud bukan hanya sebagai status
hukum, tetapi sebagai ekspresi kesadaran dan keterikatan warga terhadap nilai-nilai dasar
bangsa yang tertanam dalam struktur konstitusional negara. Kontribusi utama dari penelitian
ini adalah memberikan dasar konseptual baru dalam pengembangan teori konstitusi yang
berbasis pada kearifan lokal, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus
akademik global. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi
pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan secara kultural, serta
mendorong formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai lokal dalam
struktur kenegaraan Indonesia.

Untuk menjawab berbagai kompleksitas konseptual dan praktis yang telah diuraikan,
penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan utama: Bagaimana prinsip-prinsip Teori
Konstitusi Nusantara dapat dikonsepsikan dan dimanfaatkan untuk memperkuat identitas
kewarganegaraan di era globalisasi?. Pertanyaan ini menuntut eksplorasi mendalam terhadap
aspek teoritis (konsepsi dan artikulasi prinsip), sekaligus aspek aplikatif (pemanfaatan dalam
penguatan identitas kewarganegaraan). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk
menghasilkan model konseptual yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga
memiliki signifikansi praktis dalam menjawab tantangan kebangsaan kontemporer.

2. METODE

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur
naratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mensintesis prinsip-prinsip Teori Konstitusi
Nusantara dalam kaitannya dengan penguatan identitas kewarganegaraan di era globalisasi.
Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretatif terhadap berbagai
teks ilmiah dan historis yang relevan. Penekanan diletakkan pada pencarian pola-pola
konseptual dan normatif yang mengakar dalam tradisi hukum lokal Nusantara, serta bagaimana
pola-pola tersebut dapat dimaknai ulang dan dimanfaatkan dalam konteks tantangan global
dan nasional kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual-reflektif dan
berfokus pada pengembangan konstruksi teoritis yang orisinal dan kontekstual.

2.2. Sumber Data dan Kriteria Seleksi

Sumber data utama dalam kajian ini terdiri atas artikel jurnal ilmiah internasional, buku
akademik, dokumen sejarah, naskah hukum adat, serta produk legislasi nasional yang memiliki
relevansi terhadap tema identitas kewarganegaraan dan teori konstitusi lokal. Basis data yang
digunakan meliputi Scopus, JSTOR, Google Scholar, dan repositori nasional, untuk menjamin
kelengkapan dan keberagaman perspektif akademik yang dianalisis.

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti: “konstitusi
Nusantara”, “identitas kewarganegaraan”, “kewarganegaraan Indonesia”, “nilai-nilai lokal”,
“globalisasi dan hukum”, “konstitusionalisme Indonesia”, serta “kearifan lokal dan negara
hukum”. Kata kunci ini dipilih secara purposif untuk menjangkau keragaman pendekatan dan
perspektif teoretis.

Kriteria inklusi meliputi literatur yang:

e Mengelaborasi hubungan antara nilai-nilai lokal dengan identitas kewarganegaraan
atau konstitusionalisme.

o Menyajikan kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan dinamika
kewarganegaraan dalam konteks lokal-global.

e Menawarkan interpretasi kritis terhadap konstruksi hukum dan identitas di Indonesia.

Kriteria eksklusi mencakup:
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e Publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung antara nilai lokal dan kerangka
kewarganegaraan.

e Literatur populer non-ilmiah, dokumen non-verifikasi, atau artikel opini yang tidak
berbasis data atau teori yang dapat ditelusuri.

2.3. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik berbasis
metode hermeneutik-kritis, yang memungkinkan eksplorasi makna mendalam dalam teks serta
kontekstualisasi historis dan sosial-politik. Analisis dilakukan secara iteratif dengan
menekankan pembacaan berlapis terhadap teks, pencarian makna laten, dan identifikasi relasi
antar tema.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk mendukung interpretasi meliputi:

e Teori Identitas Konstitusional (Jacobsohn), yang memandang konstitusi sebagai
cerminan identitas kolektif yang terus berkembang dalam dialektika antara norma dan
praktik.

e Teori Postkolonial, yang memberi perhatian pada dominasi narasi hukum Barat dalam
mendefinisikan identitas negara pasca kolonial serta kebutuhan untuk merevitalisasi
epistemologi hukum lokal.

e Civic Republicanism, sebagai dasar normatif yang menekankan partisipasi aktif,
kebijakan publik, dan penguatan ikatan kewargaan berbasis nilai-nilai komunitarian.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama: (1) identifikasi dan kategorisasi tema-tema
utama yang berulang dalam literatur; (2) interpretasi mendalam terhadap konteks sosial dan
historis dari masing-masing tema; dan (3) penyusunan sintesis konseptual sebagai dasar
pembentukan kerangka Teori Konstitusi Nusantara yang responsif terhadap tantangan global
dan lokal. Pendekatan ini memungkinkan artikulasi ulang atas identitas konstitusional
Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kultural dan sejarah kebangsaan.

3. HASIL

3.1. Nilai-Nilai Dasar dalam Teori Konstitusi Nusantara

Teori Konstitusi Nusantara merupakan pendekatan yang unik dalam memahami
struktur dan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia. Pendekatan ini berlandaskan pada nilai-nilai
lokal yang telah berkembang dalam sejarah panjang masyarakat Nusantara, berbeda dengan
teori konstitusi Barat yang lebih menekankan individualisme dan supremasi hukum formal.
Prinsip-prinsip seperti musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial merupakan unsur
sentral dalam teori ini, di mana pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan berdasarkan
suara terbanyak, tetapi melalui proses deliberasi yang inklusif (Sudrajat, 2023; (Pelokilla, 2023).

Proses musyawarah untuk mufakat menekankan kesepakatan kolektif, menciptakan
ruang bagi semua suara untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Hal ini berakar dari tradisi
masyarakat adat yang memiliki pandangan bahwa keputusan bersama menghasilkan hasil yang
lebih baik dan menjaga hubungan sosial yang harmonis (setiawan, 2023). Nilai gotong royong
yang dipegang erat dalam budaya lokal menunjukkan pentingnya kerja sama sosial sebagai
bagian dari struktur politik dan sosial yang lebih besar. Kumpulan aktivitas kolektif ini
menciptakan ikatan antara individu dan komunitas, yang selanjutnya mendukung prinsip
kedaulatan rakyat berbasis komunitas (Wijaya, 2023).

Harmoni sosial di dalam konteks ini seirama dengan konsep "hukum yang hidup dalam
masyarakat". Pendekatan ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan sosial serta
menciptakan norma-norma yang mendasar atas pengambilan keputusan, yang lebih
mengutamakan rekonsiliasi dibandingkan ketidakadilan struktur hukum Fathorrahman, 2021).
Filosofi ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengekspresikan keinginan untuk
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membangun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
(Pelokilla, 2023).

Melalui interpretasi konstitusi dan hukum adat, Teori Konstitusi Nusantara berusaha
untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional yang modern. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun terdapat dimensi formal dalam sistem hukum di Indonesia,
spirit dari hukum tersebut harus selalu mencerminkan dan mengakui kebudayaan serta
nilai-nilai asli bangsa (Sudrajat, 2023; Fathorrahman, 2021). Hasil dari penggabungan ini adalah
sebuah sistem konstitusi yang tidak hanya relevan secara legal, tetapi juga berakar pada
identitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.2. Tantangan Identitas Kewarganegaraan di Era Globalisasi

Identitas kewarganegaraan di era globalisasi menghadapi tantangan yang signifikan
akibat dampak luas dari proses globalisasi. Faktor-faktor seperti permeabilitas budaya dan
nilai-nilai asing yang masuk ke dalam masyarakat dapat mengakibatkan perubahan dalam cara
individu mendefinisikan identitas mereka. Globalisasi mempercepat arus informasi dan
interaksi antar budaya sehingga memunculkan fenomena homogenisasi budaya yang
berpotensi melemahkan kesadaran historis dan keterkaitan individu terhadap nilai-nilai lokal
(Suryana & Dewi, 2021; Ratri & Najicha, 2022; . Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda,
yang terpapar oleh media sosial dan budaya global, cenderung mengalami fragmentasi
identitas. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan semangat nasionalisme di antara mereka,
sebagaimana diungkapkan dalam konteks hilangnya jiwa nasionalisme di kalangan anak
milenial akibat modernisasi (Suryana & Dewi, 2021; (Rukmana & Praja, 2023; .

Dalam konteks ini, liberalisme hukum dengan mengedepankan netralitas dan otonomi
individu seringkali kurang dapat merespons kompleksitas hubungan sosial dan norma kolektif
yang mendasari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa
menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini, di mana penguatan nasionalisme dan
pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai langkah krusial dalam menumbuhkan identitas
kolektif (Utami, 2023; Fakhruddin & Dewi, 2023). Proses pendidikan kewarganegaraan yang
berbasis pada nilai-nilai kebudayaan dan lokal pun dipandang sebagai sarana untuk
membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan identitas kebangsaan mereka Ratri
& Najicha, 2022; Sujana et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi
bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat merespons tantangan identitas ini dan
bagaimana nilai-nilai lokal dapat diperkuat dalam konteks global yang secara terus-menerus
berubah.

Peran media sosial juga tidak dapat diabaikan, karena ia berfungsi sebagai alat untuk
mempromosikan identitas nasional sekaligus bisa menjadi ancaman bagi keaslian budaya lokal
(Assidig et al., 2023; Juliawan, 2024). Dalam konteks ini, penelitian mengenai dampak
globalisasi terhadap nasionalisme menunjukkan bahwa meskipun ada keterbukaan terhadap
budaya luar, terdapat keraguan di kalangan generasi muda tentang penerapan nilai-nilai
kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari (Rukmana & Praja, 2023; Fakhruddin & Dewi, 2023).
Oleh karenanya, dibutuhkan upaya inovatif dan strategis yang melibatkan pendidikan serta
pemuda dalam menjaga dan memperkuat kesadaran identitas nasional agar Indonesia tetap
kukuh di panggung global (Utami, 2023; Ratri & Najicha, 2022; Fakhruddin & Dewi, 2023).

3.3. Model-Model Identitas Kewarganegaraan dan Implikasinya

Dalam wacana identitas kewarganegaraan, terdapat dua model dominan yang saling
berlawanan, yaitu model liberal dan model komunal. Model liberal, yang biasanya lebih
berkembang di negara-negara Barat, menekankan individu sebagai entitas otonom yang
memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka hubungan vertikal dengan negara (Halimah, 2018).
Dalam model ini, fokusnya adalah pada pengakuan hak-hak individu dan tanggung jawab
pribadi, yang sering kali mengarah pada fragmentasi dalam komunitas, di mana simbol dan
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norma nasional tidak selalu dipegang teguh oleh semua individu. Sebaliknya, model komunal
memandang kewarganegaraan sebagai sesuatu yang terbentuk dalam konteks hubungan sosial
dan kolektivitas. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas dan
partisipasi deliberatif menjadi inti dari pengertian kewarganegaraan (Usmi, 2023).

Implikasi dari kedua model ini sangat signifikan. Model liberal berpotensi menciptakan
masyarakat yang terpisah menurut nilai-nilai yang berbeda, yang dapat melemahkan
keterkaitan individu terhadap identitas nasional. Hal ini dapat berujung pada masalah sosial
seperti meningkatnya polarisasi di kalangan kelompok-kelompok masyarakat (Parwati et al.,
2023). Sebaliknya, pendekatan komunal yang mendorong keterhubungan antar warga,
pengambilan keputusan bersama, dan semangat kolektivitas, memiliki potensi besar untuk
memperkuat identitas kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif (Putri et al., 2022). Dalam
konteks pendidikan, penerapan model komunal dalam pendidikan kewarganegaraan dapat
membantu siswa mengembangkan sikap prososial yang lebih mendalam dan mempertahankan
nilai-nilai budaya lokal serta nasional (Apriliani et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan yang
mendukung model komunal, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam proyek kolaboratif dan
diskusi kelompok yang berfokus pada masalah sosial yang relevan dengan masyarakat mereka
(Adventyana & Dewi, 2021). Selain itu, praktik-praktik ini dapat menciptakan lingkungan di
mana siswa merasa terhubung satu sama lain, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif
dalam masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai dari model komunal tersebut. Dengan
demikian, menyinergikan elemen-elemen dari kedua model ini dalam pendidikan
kewarganegaraan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya otonom tetapi juga
berkomitmen terhadap komunitas mereka, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan
berdaya saing di era globalisasi ini.

3.4. Strategi Penguatan Identitas Kewarganegaraan

Strategi penguatan identitas kewarganegaraan di Indonesia harus berfokus pada
integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan, praktik demokrasi partisipatif, dan
reformasi bahasa serta simbol konstitusi. Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan
kewarganegaraan yang mencerminkan konteks sosial-budaya lokal sangat penting. Dalam hal
ini, nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah harus diperkenalkan sebagai bagian dari
pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami konstitusi secara teoritis, tetapi juga
melihatnya sebagai bagian dari identitas kolektif dan budaya mereka (Astari et al., 2024;
Zulfikar & Dewi, 2021; Devina et al., 2023; Annisa & Dewi, 2024).

Kedua, perluasan praktik demokrasi partisipatif di komunitas lokal juga menjadi pilar
penting dalam memperkuat identitas kewarganegaraan. Partisipasi aktif warga dalam
musyawarah lokal memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan ide
bahwa demokrasi adalah proses yang lebih dari sekedar pemilihan umum (Rahmawati &
Supriatono, 2019; Dwifatma, 2021). Implementasi anggaran partisipatif, misalnya,
menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya
publik yang dapat memperkuat hak dan kewajiban sebagai warga negara yang aktif (Rahmawati
& Supriatono, 2019; Parwati et al., 2023).

Ketiga, reformasi bahasa dan simbol konstitusi perlu dilaksanakan agar lebih
mencerminkan identitas budaya lokal. Penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami dalam
dokumen hukum dan representasi simbolis dari nilai-nilai budaya dapat menjembatani
kesenjangan antara norma-norma hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dalam
pendidikan kewarganegaraan, sehingga generasi muda dapat menginternalisasi dan
menghargai warisan budaya mereka sekaligus menghadapi arus globalisasi (Istianah et al.,
2024; Erlande, 2024; Khofsah et al., 2023).
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Melalui ketiga strategi tersebut, diharapkan identitas kewarganegaraan di Indonesia
dapat diperkuat, sehingga setiap warga negara tidak hanya merasa memiliki hak, tetapi juga
tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berbudaya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Reposisi Konstitusionalisme dalam Perspektif Lokal

Reposisi pemahaman tentang konstitusionalisme dalam konteks Indonesia menjadi
suatu isu yang sangat mendesak, terutama melihat keberagaman nilai dan tradisi lokal yang
selama ini kurang terakomodasi dalam diskursus hukum. Konstitusionalisme yang lebih
dominan cenderung mengadopsi pendekatan yang bersumber dari tradisi Barat, yang berfokus
pada individualisme dan supremasi hukum yang bersifat formalistik (Khazin, 2022). Dalam hal
ini, munculnya Teori Konstitusi Nusantara menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan
berakar pada nilai-nilai lokal, termasuk prinsip musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial
yang sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia (Peduho et al., 2024; , (Hanafiah,
2021).

Sebagai contoh, tradisi duek pakat di Aceh menggambarkan bagaimana musyawarah
sebagai metode pengambilan keputusan dapat mengedepankan harmoni dan menghindari
konflik dalam masyarakat (Hanafiah, 2021). Implementasi nilai-nilai lokal ini menunjukkan
bahwa konstitusionalisme tidak hanya dapat berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga
sebagai refleksi budaya yang menghormati dan mengintegrasikan keanekaragaman sosial di
Indonesia. Lebih jauh lagi, nilai-nilai seperti gotong royong dapat memperkuat solidaritas sosial
yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rolitia et al., 2016).

Kontribusi dari Teori Konstitusi Nusantara bukan hanya berimplikasi pada kerangka
hukum domestik tetapi juga berpotensi memperkaya studi konstitusi global dengan
mengedepankan kesadaran akan keterkaitan yang dinamis antara teks hukum dan nilai-nilai
budaya komunitas (Hadinata et al., 2023). Pendekatan ini berupaya untuk mendiversifikasi
pemahaman konstitusionalisme yang seringkali terjebak dalam narasi universalistik Barat,
sehingga menciptakan suatu kerangka teoritis yang lebih reflektif terhadap pengalaman dan
konteks lokal (Setyaningrum, 2018).

Oleh karena itu, reposisi konstitusionalisme dalam perspektif lokal di Indonesia bukan
hanya penting sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai langkah
strategis untuk mencapai keselarasan antara hukum yang berlaku dan realitas sosial yang
dihadapi masyarakat. Melalui kerangka pemikiran ini, pelibatan nilai-nilai lokal dalam konstitusi
akan memperkuat legitimasi hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif
terhadap dinamika komunitas yang ada (Suwarno et al., 2022).

4.2. Implikasi terhadap Pendidikan dan Kebijakan Publik

Reformasi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan untuk
mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum, yang berfungsi tidak hanya untuk
memproduksi norma hukum formal, tetapi juga menciptakan identitas kewarganegaraan yang
lebih kaya dan relevan. Dalam konteks ini, pendidikan harus mendukung pengembangan
nilai-nilai seperti tanggung jawab kolektif dan partisipasi deliberatif. Menurut Indraddin dan
Retno, institusi lokal seperti nagari memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat
dan dapat berfungsi sebagai penghubung dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut (Indraddin
& Retno, 2023). Mahmudulhassan et al. juga menggarisbawahi pentingnya kurikulum berbasis
moral dalam pendidikan, yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan
untuk mencapai hasil yang lebih baik (Mahmudulhassan et al., 2024).

Di ranah kebijakan publik, perlu ada dorongan untuk menciptakan kebijakan inklusif
yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses legislasi dan administrasi. Pemberdayaan
kelembagaan adat dan penciptaan ruang deliberatif berbasis komunitas dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan semangat
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desentralisasi yang dipandang sebagai cara untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih
efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas komunitas melalui
institusi lokal dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan
keputusan, seperti dalam penelitian oleh Mardahtaillah et al. (Mardahtaillah et al., 2025).

Pentingnya merancang pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan publik yang
memasukkan perspektif lokal ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga
untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berkontribusi aktif dan merasa terlibat dalam
pemerintahan. Hal ini menciptakan ruang bagi nilai-nilai bersama yang dapat mempererat
kohesi sosial. O’Brien et al. menegaskan bahwa pendidikan yang mengajarkan refleksi kritis
mengenai isu-isu seperti keadilan dan keberlanjutan dapat membekali siswa dengan
kemampuan untuk menjadi warga negara aktif yang terlibat (O’Brien et al., 2023).

4.3. Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun gagasan integrasi nilai lokal terdengar ideal, implementasinya menghadapi
sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah resistensi dari sistem hukum nasional yang
cenderung homogen dan legalistik. Sistem tersebut sering kali tidak kompatibel dengan hukum
adat yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Tantangan lainnya adalah risiko simplifikasi atau
idealisasi nilai-nilai budaya tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah dan
dinamika sosialnya. Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai lokal harus dilakukan secara kritis
agar tidak jatuh ke dalam romantisme budaya yang ahistoris dan tidak relevan dengan
tantangan zaman modern.

4.4. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori konstitusi
dengan menawarkan kerangka alternatif yang berakar pada pengalaman dan nilai-nilai lokal.
Konsep kewarganegaraan yang bersifat relasional dan komunal dari Teori Konstitusi Nusantara
membuka ruang baru dalam memahami hubungan antara konstitusi, negara, dan warga
negara. Selain itu, pendekatan ini mendorong munculnya kajian-kajian konstitusi berbasis
budaya lokal di negara-negara non-Barat. Dengan begitu, diskursus hukum konstitusi dapat
menjadi lebih inklusif dan mencerminkan pluralitas epistemologi serta pengalaman historis dari
berbagai bangsa di dunia.

5. KESIMPULAN

5.1. Ringkasan Temuan

Penelitian ini menemukan bahwa Teori Konstitusi Nusantara memiliki potensi signifikan
sebagai kerangka normatif dan konseptual dalam memperkuat identitas kewarganegaraan
Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa homogenisasi nilai dan dominasi
konstitusionalisme Barat, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, harmoni sosial,
dan kedaulatan komunitas terbukti masih hidup dalam budaya hukum masyarakat dan
tertanam dalam semangat UUD 1945. Nilai-nilai tersebut menawarkan alternatif yang lebih
kontekstual, berakar budaya, dan inklusif dalam menjawab tantangan disrupsi identitas
nasional.

5.2. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, studi ini menegaskan urgensi untuk mengembangkan teori konstitusi
yang pluralistik dan tidak terjebak dalam dominasi epistemologi Barat. Teori Konstitusi
Nusantara menjadi kontribusi teoritis yang penting dalam diskursus global tentang
konstitusionalisme, khususnya di negara-negara dengan latar sejarah dan budaya non-Barat.
Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong reformasi dalam pendidikan kewarganegaraan
agar lebih berorientasi pada nilai-nilai lokal dan membumikan prinsip-prinsip konstitusi dalam
konteks kehidupan masyarakat. Selain itu, tata kelola hukum dan kebijakan publik perlu lebih
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inklusif terhadap nilai-nilai budaya lokal guna menciptakan sistem yang relevan, partisipatif,
dan berkelanjutan.

5.3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap tingkat
penerimaan dan pemahaman masyarakat terkait konsep Teori Konstitusi Nusantara, khususnya
di berbagai wilayah dengan keragaman adat dan budaya.

Selain itu, kajian perbandingan dengan pendekatan konstitusional berbasis lokal di
negara-negara lain seperti Malaysia (dengan sistem dual hukum), India (yang mengakui hukum
adat dalam sistem federal), dan Afrika Selatan (dengan konstitusionalisme pascakolonial) dapat
memperkaya perspektif dan memperluas generalisasi teori ini.
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